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ABSTRAK

Veny Pratiwi Miluwati/222016088/2020/Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaSe-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-
2017/Akuntansi Sektor Publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Bagian Selatan jika dilihat dari rata-rata Rasio Efektivitas PAD dan rata-rata Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah selama 3 tahun dan untuk mengetahui Kabupaten/Kota yang
memiliki kinerja keuangan paling baik selama 3 tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
komparatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dokumen. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian
ini yaitu menggunakan rumus Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian
Selatan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dikategorikan cukup efektif karena rata-rata
efektivitasnya sebesar 92,33%, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah
sekali dalam dalam kategori pola hubungan instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 10,00%,
dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan selama 3
tahun yang paling baik yaitu terdapat di Kabupaten Merangin.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah.
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ABSTRACT

Veny Pratiwi Miluwati/ 222016088/2020/Analysis of Financial Performance Comparison of
Local Government of Districts/Cities of South Sumatera in 2015-2017/Public Sector Accounting.

This study aimed to determining the comparison of financial performance of Districts/Cities of
Southern Sumatera ifviewed from the average PAD Effectiveness Ratio and the Average Regional
Financial Independence Ratio for 3 years and to find out the Districts/Cities which have been the
best financial performance for 3 years. This study used a type of comparative study. This study
was conducted in the Financial Audit Board of the Republic of Indonesia. The data used in this
study was secondary data. The data collection technique used in this study was document analysis
methods. The data analysis methods used were quantitative analysis and qualitative analysis. The
data analysis technique used in this study were the formula for the PAD Effectiveness Ratio and
Regional Financial Independence Ratio. The results of thisstudy found that the financial
performance of the Districts/Cities in southern Sumatra, if could be seen from the PAD
effectiveness Ratio was categorized quite effectively because the average effectiveness was 92.33%,
Regional Financial Independence ratio was still relatively low in the category of patterns of
instructive relationships because of the average ratio was 10.00%,. The best financial
performance in South Sumatera from 2015-2017 or 3 years was Merangin District.

Keywords: Regional Financial Performance, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial
Independence Ratio.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah merupakan suatu Organisasi yang memiliki tugas

untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, membiayai semua kegiatan

yang dilakukan, dan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh serta

meningkatkan penerimaan Daerah dengan cara mengoptimalkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Daerah dapat dikatakan maju dan berkembang apabila

mampu menciptakan suatu roda Pemerintahan yang transparan, akuntabel,

dan penerapan value for money yang benar. Sebagai organisasi nonprofit atau

organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan, maka pemerintah daerah

memiliki tujuan utama yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam hal peningkatan dalam segi Pendidikan, Kesehatan,

Keamanan, Infrastruktur dan lain-lain.

Era baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah menimbulkan unsur

tuntutan pelaksanaan Otonomi Daerah yang lebih luas, nyata dan

bertanggungjawab kepada Pemerintah terutama pada tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan hal itu maka Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan

salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang No. 23Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini memberikan

wewenang secara luas bagi Daerah dalam memobilisasi sumber dana,
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menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran agar dapat dikelola

secara efisien dan efektif. Harapannya dengan adanya Otonomi Daerah ini

Pemerintah Daerah dapat lebih mandiri dan dapat melakukan pengelolaan

keuangannya secara efektif dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja

dan daya saing Pemerintah Daerah.

Kemampuan suatu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola

keuangan dan mengatur rumah tangganya sendiri dapat dilihat dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan

Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan, pemerataan,

serta keadilan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-

masing Daerah. Dalam pengelolaan APBD perlu ditetapkan dan diterapkan

standar sebagai acuan untuk melihat kapan suatu daerah dapat dikatakan

mandiri, efektif dan akuntabel. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah yaitu

dengan diwajibkannya Pemerintah Daerah menyusun laporan

pertanggungjawaban.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yaitu berupa

Laporan Keuangan. Laporan Keuangan itu sendiri setidaknya meliputi:

Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan. Dalam pengelolaan keuangan maka laporan keuangan

pemerintah harus memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat
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diandalkan(reliable) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi

Keuangan (SAP) yang telah diterima secara umum (Ramli, 2016: 3).

Menurut Tampubolon (2005: 45) dalam Jaenuri (2016)

mengemukakan Kinerja Keuangan adalah “Pengukuran kinerja instansi yang

ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen

karena menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari

kegiatan instansi”. Kinerja keuangan akan menunjukkan penilaian hasil

kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode dibandingkan dengan periode

sebelumnya yang dapat dibandingkan bagaimana kecenderungannya.

Pengukuran Kinerja secara umum adalah pengukuran terhadap kinerja

yang dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja

terdapat penyimpangan atau deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau

apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau

apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Hery,

2019: 73). Artinya pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya pada masa yang akan

datang.

Kepentingan urusan publik menjadikan indikator pengukuran kinerja

sebagai alat evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan daerah agar

Pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya ditahun berikutnya dan

memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya,

serta pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk

menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan

keuangan yaitu kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah



4

dikelola secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam menganalisis kinerja

Pemerintah Daerah salah satu alat yang dapat digunakan adalah dengan

melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan

dijalankan.

Menurut Ramli (2016: 5) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja

Keuangan Daerah salah satunya adalah dengam menggunakan Rasio

Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi,

Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio DSCR (Debt Service

Coverage Ratio).

Rasio Efektivitas PAD akan menunjukkan kemampuan Daerah dalam

menjalankan tugasnya. Semakin tinggi rasio efektivitas yang dicapai maka

kemampuan daerah dapat dikategorikan efektif, dan demikian pula sebaliknya.

Efektivitas menunjukkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD

yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) itu sendiri adalah semua Penerimaan Daerah yang berasal

dari sumber ekonomi asli suatu daerah masing-masing. Komponen

Pendapatan Asli Daerah ada empat yaitu: Pendapatan Pajak Daerah,

Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan, danLain-lain PAD yang sah.

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah

Daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, dari besar kecilnya

Pendapatan Asli Daerah dibandingkan Pendapatan Daerah yang berasal dari

sumber lain, baik dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi
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maupunpinjaman ekstern. Rasio Kemandirian akan menunjukkan semakin

tinggi rasio kemandirian yang dicapai maka tingkat ketergantungan daerah

terhadap bantuan pihak lain akan semakin rendah, dan demikian pula

sebaliknya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Taufik (2017) dengan judul

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se-

Sumatera.Penelitian ini menggunakan empat indikator yaitu rasio

kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisensi, dan rasio aktivitas pada

kabupaten/kota se-Sumatera tahun 2007-2011. Dengan teknik analisis data

menggunakan analisis Uji Beda (Independent Sampel t Test). Penelitian ini

bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan

pemerintah daerah periode opini WTP_WDP dan kinerja keuangan

pemerintah daerah periode opini TW_TMP pada kabupaten/kota Se-Sumatera

tahun 2007-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan

pemerintah daerah periode opini WTP_WDP tidak lebih dan tidak berbeda

dengan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini TW_TMP. Serta

kinerja keuangan Induk tidak lebih dan tidak berbeda dengan kinerja

keuangan pemerintah daerah Anak/Pemekaran.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Jaenuri (2016) dengan judul

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan

Jombang Tahun 2010-2014. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian

ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio kemandirian, rasio

efektifitas PAD, rasio efisiensi, rasioaktifitas keserasian dan rasio



6

pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan

bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten

Bojonegoro lebih unggul apabila dibandingakan kabupaten Jombang. Hal

tersebut dapat dilihat dari: Rata-rata Rasio Kemandirian, Rata-rata Rasio

Efektifitas PAD dan Efisiensi, Rata-rata Rasio Aktifitas Keserasian Belanja

Operasi dan Belanja Modal, dan Rata-rata Rasio Pertumbuhan.

Penelitian hal yang serupa juga dilakukan oleh Jatnika Dwi Asri (2016)

dengan judul Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis perbandingan kinerja keuangan serta menganalisis apakah

terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Barat selama 2009-2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan yang terdiri dari rasio

kemandirian dan rasio efektifitas PAD serta uji T dan uji Mann-Whitney.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota mempunyai tingkat

rasio kemandirian lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Rasio efektivitas

kabupaten/kota sangat efektif dengan rata-rata 120.06%.hasil uji T dan Mann-

Whitney menunjukkan tidak terdapat perbedaan antara rasio efektivitas,

sedangkan rasio kemandirian menunjukkan perbedaan.

Penelitian ini akan mengambil objek yang berbeda yaitu 60

Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari 5 Provinsi

yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka

Belitung selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017.
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Berikut dapat di lihat Data Total Seluruh Anggaran Pendapatan Asli

Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari 60

Kabupaten/Kota per Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan tahun 2015-2017.
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Tabel I.1
Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer

Tahun 2015-2017

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019

Provinsi
Jmlh
Kab/
Kota

Total Dari Seluruh Kabupaten/Kota Per-Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan

Total Anggaran PAD
(RP)

Total Realisasi PAD
(Rp)

Perbandingan
Realisasi terhadap
Anggaran (%)

Total Pendapatan Transfer
(RP) Trend (%)

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015/
2016

2016/
2017

Jambi 11 985.815 1.057.023 2.528.778 939.374 1.012.365 2.530.071 95,29 95,78 100,05 9.868.194 11.337.681 11.518.014 14,89 1,59

Sumatera
Selatan 17 2.344.942 2.652.656 3.897.720 2.105.768 2.192.698 3.111.595 89,80 82,66 79,83 19.049.777 20.693.995 22.239.809 8,63 7,47

Bengkulu 10 496.468 498.248 690.130 418.174 509.579 659.698 84,23 102,27 95,59 7.275.723 8.181.137 7.842.471 12,44 -4,14

Lampung 15 1.612.115 1.599.901 2.616.316 1.276.655 1.252.266 1.680.518 79,19 78,27 64,23 15.585.306 16.125.781 16.655.001 3,47 3,28

Kepulauan
Bangka
Belitung

7 623.438 579.444 892.572 624.497 592.824 933.441 100,17 102,31 104,58 4.958.435 4.521.139 4.984.802 -8,82 10,26
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Tabel I.1 menunjukkan Data Total Seluruh Anggaran Pendapatan Asli

Daerah, Total Seluruh Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Total Seluruh

Pendapatan Transfer dari 60 Kabupaten/Kota Per Provinsi Se-Sumatera

Bagian Selatan yang terdiri dari 5 Provinsi yaitu Jambi, Sumatera Selatan,

Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung selama 3 tahun

berturut-turut, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Fenomena yang terjadi

selama 3 tahun menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten/Kota dari

kelima Provinsi mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif.

Meskipun demikian realisasi PAD sebagian besar Kabupaten/Kota sudah

dapat dikatakan cukup baik, namun jika ditinjau dari realisasi PAD terhadap

anggaran PAD dapat dikatakan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota belum

mampu merealisasikan sesuai target anggaran ataupun melebihi dari target

anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, serta selama 3 tahun

berturut-turut pendapatan transfer sebagian besar Kabupaten/Kota

mengalami trend kenaikan setiap tahunnya, hal ini terjadi akibat dari

minimnya PAD dibandingkan dengan bantuan dari pihak ektern.

Beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan antara lain: 1)

relatif kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total

penerimaan daerah yang mencerminkan rendahnya kemampuan pemerintah

daerah (Pemda) dalam menggali potensi sumber-sumber asli daerah, 2)

kurangnya kemampuan dan usaha pemerintah daerah dalam mengelola

sumber-sumber pendapatan yang ada, 3) tingginya ketergantungan

pemerintah daerah kepada bantuan pihak ekstern terutama pemerintah pusat
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dan provinsi serta pinjaman yang tercermin dalam besarnya total penerimaan

pendapatan transfer.

Di Indonesia kebanyakan kota-kota kecil masih belum mandiri dalam

hal pengelolaan kinerjanya, seharusnya dengan dilaksanakannya Otonomi

Daerah Pemerintah Daerah terutama Kabupaten/Kota di Provinsi Se-

Sumatera Bagian Selatan harus lebih berani dalam memaksimalkan berbagai

potensi yang dimilikinya sehingga realisasi PAD semakin besar, serta dengan

besarnya PAD memberi peluang bagi Pemerintah Daerah tersebut untuk

memiliki tingkat kemandirian yang tinggi,sehingga berbagai permasalahan

yang telah dijelaskan diatas dapat mulai teratasi.

Perekonomian setiap daerah tentu memiliki suatu perbedaan, hal itu

bisa terjadi baik dari sisi Jumlah Penduduk, Sumber Pendapatan Asli Daerah,

Letak Geografis suatu Daerah, Kemampuan Pemerintah Daerah dalam

pengelolaanpotensi yang ada, serta Lembaga yang memiliki peran sebagai

Pengawas Keuangan Daerah, sehingga memberikan ciri khas tersendiri dari

setiap daerah dan tentu saja hal itu membuat perbedaan pula pada kinerja

keuangannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera

Bagian Selatan Tahun 2015-2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:
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1. Bagaimanakah Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Se-

Sumatera Bagian Selatan jika dilihat dari Rata-rata Rasio Efektivitas

PAD dan Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama 3

tahun?

2. Kabupaten/Kota manakah yang memiliki Kinerja Keuangan paling

baik selama 3 tahun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian

Selatan jika dilihat dari Rata-rata Rasio Efektivitas PAD dan Rata-rata

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama 3 tahun.

2. Kabupaten/Kota yang memiliki Kinerja Keuangan paling baik selama

3 tahun.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah

secara ilmiah dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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2. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, masukan

dan referensi pemikiran bagi Pemerintah Daerah Se-Sumatera Bagian

Selatan didalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan

EfektifitasPendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan

Kemandirian Daerah pada perkembangan zaman yang semakin

kompetitif.

3. Bagi Almamater

Bagi mereka yang ingin meneliti diharapkan hasil dari penelitian ini

dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan atau

referensi dan literatur pelengkap untuk kajian lebih lanjut di masa

yang akan datang.
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